
 

III. METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research).
1
 Penelitian ini 

dilakukan dengan cara menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan 

dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, 

norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. 

 

3.2.Sumber Data 

Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan 

data yang diperoleh dari bahan pustaka.
2
 Data merupakan sekumpulan informasi 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai 

sumber. Adapun yang menjadi sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 

yaitu data sekunder berdasarkan studi pustaka / studi literatur (library research). 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai 
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kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.
3
 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lainnya.
4
 

1) UUD 1945 Pasal 18 

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pusat dan Daerah 

4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

7) PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa 

8) PP No.60/2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara 

9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

10) PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan 

11) PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Propinsi Sebagai Daerah Otonom 

12) PP No. 39/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari 

buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas penelitian ini. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder.
5
 Bukan merupakan bahan hukum, secara 

signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum 

dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, bulletin, 

majalah, artikel-artikel di Internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya 

seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

3.3.Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan 

3.3.1.Prosedur Pengumpulan Data 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti 

membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang 

ada kaitannya dengan persalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan 

dilakukanuntuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 

3 (tiga) kategori, antara lain:
6
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a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada 

tingkat pusat maupun daerah; 

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang 

berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, 

jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya); 

c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan 

hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia,bibliografi, dan sebagainya. 

 

3.3.2.Pengolahan Data 

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. 

Data tersebut diolah melalui proses :
7
 

a. Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian 

kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, 

dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas 

b. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data 

yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data 

yang salah maka akan dilakukan perbaikan. 

c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi 

sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian. 

d. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang 

pembahasan yang dilakukan secara sistematis. 
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3.4.Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.Analisis kualitatif 

artinya mendeskripsikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan 

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab persoalan yang 

ada. 

 


